LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Nomor : 6 Tahun 1995 ; Serie B ; Nomor 1

PERATURAN DALRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 MAGIILA““
NOMOR G TAHUN 1991;

4!’ TENTADNG
‘ UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAL. DAERAH TINGKAT IT MAGELANG

Menimbang : a..bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepzdz
masyarakat dan meningkatkan pz=ndapatan Daersh
serta untuk menunjang usaha-usaha Pemerintzh Dze
rah Tingkat 1I Magelang di Bidang Pembansunan ma
ka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerzh Ks
bupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomar 9 Tahun
1981 tentang Pungutan Uang Leges karena sudah ti
dak sesuei lagi dengan perxembangan dewasa ini ;

b. bahwa untuk maksud tersebut periu ditetapkan de
ngan Peraturan Daerah yang baru.
(& -
; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950: jo Peraturan -
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentuk
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pro
pinsi Jawa Tergah i :

2. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 jo Un
dang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;
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e NG 5.3 l+. Keput.usan Mentern Dalam Negern. Nomor 973 = kL2
N Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpa -
jakan, Retribusi Daerah dan Perx;lapatdn Daerah

Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangun

an di 99 Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II

5. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Mei 1990 g
Nomor 970/11;58/PUOD tentang Pemberlakuan Sis—:a
tim dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah j;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik -
Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

‘Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupzten
Daarah Tingkat II Magelang

MEMUTUSK-AN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 'lIM}KA"‘ IT MA
GELANG TENTANG UI‘NG LEGES. -

BAB I
KETENTUAN UMUM:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yahg dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah PemerintahPemerintah Kabupaten

. Daerah Tingkat II Magelange.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
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" ¢. Bupati Kepala Daerah adaloh Bupati Kepals Dacrah Tingkat
II Magelang ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adulah Dinss Fendapaien Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

e. Penyidik Umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam jJajar
sn Kenolisian Negara Republik Indonesis yans diberi wewe
nang khusus oleh Undang-undang untuk Mblgfhydﬂ penyidik-
an terhadap tindak pidana j

kY

. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu da
lam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ha
gelang yang diberi wewensng khusus oleh Undzpg-undang un
tuk melakukan penyidikan terhadap pelanggeran Perszturan
Daerah yang memuat ketentuan pidana ;

-, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dala:n -
hal dan menurut cara ysng distur delam Undzng-undang un
tuk mencari serta mengumpulkan bukti ysng dengan  bukti
itu membuat terang tentang tindak pidanaz yanz terjedi -
dan gunz menemukan tersangkanya ;

h, Uang Leges adalah pungutan Pemerintah Dacrah seba pen
bayaran atas pemakaian Jjasa ketatausahaan yang di

cleh Pemerintah Daerah j

g:
ber

i, Kas Daerah adzlah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang.

BAB II
SUBYSK DAN OBYEK
Pasal 2

(1) Setiap pemakal jasa ketatausahaan yang diberikan oleh -
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Unit-unir Ker ja dalam lingkup atau kewenangan Pemerin -
tah Deerzsh dikenakan Uang Leges ;

(2) Jasa ketata usahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini mcliputi penyediaan dan atau pemberian :

a. Blangko permohonan ijin, Formulir atau barang cetakan
lainnya ;

b. Surat ijin sepanjang belum diatur dalam Peraturan Dae
rah tersendiri, Rekomendasi dan Surat Keterangan ; > )

¢. Logalisesi Petikan, Salinan / Turunan surat-surat -
atau Peraturan Perundang-undangan ;

d. Legalisasi Surat-surat ;
€. Gambar, Bagan Peta dan Lightdrtﬂc/gambar biru ;

f. Lain-lain jasa ketata usahaan yang tidek dapat dikste
garikan butir a sampai dengen e.

BAB III
KETENTUAN PENGECUALTIAN

Pasal 2

Pengenaan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
aturan Daerah ini tidak berlaku bagi Lembaga-lembaga atau Ba '
dan-badan Sosizl/Keagamaan.

BAB IV
BESARNYA' TARIF UANG LEGES \

Pasal 4

(1) Setiap pemberian jasa ketata usahaan sebagaimana dimek-
sud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemakai jasa -
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harus membayar uang leges yang besernya ditetapkan sebaga1
berikut :

a. Jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Bupati Kepala -
Dacrah atau pejabat yang.ditunjuk ¢

- Untuk non usaha secesccsods :....,....o.. Rp. 1.000,00
~ Untuk usaha Kecil sevesssesusssosesssaes RPs’24000,00
- Untuk nusaha S€dang ccnscevveoscsccssocss APe 36000,00
‘ ~ Untyk usaha DESAr ceesvesscocscosacosess BPs 5.000,00

b. Jasa ketata usshaan yang dlbcrlkan oleh Camat atau Peja
bat yang ditunjuk :

- Untuk non usaha «eecssoscescssscssssses) RBs 250,00
- Untuk usaha kecil cccssecccscsdsocsansey RDa 500,00
- Untuk usaha sedang .o.e....e.c....e....l Rp. 1.00C,C0
" = Uptuk uSaha DESAT .ecesecsosisbaosavaeses RPs 2.000,00

c. Jasa ketata usahaan yang dlberlkdn oleh Kepole Kelurzh—
an/Desa atau Pejabat yang dltunauk s

Untuk non usaha cecseccecceescscccscsccsaces Rps 100,00
Untuk Usaha kecil cccccececcssosssossssses RPe 230,00
Untuk Usaha S€d2NE ecesccsescscscessvccsss RPe 500,00
Untuk usaha beSal secesceoscsacsecssscscese RPe 14000,00

(2) Semua hasil penerimaan uang leges sebagaimana dimeksud -
‘ ayat (1) Pasal ini di setor ke Kas Daerah ;

Pasal 5 ;'

Bentuk dan nilzi nominal tanda pembayaran serta tata cara pene

rimaan dan penyetoran uang leges diatur lebih lanjut oleh Bupa
ti Kepala Daereh.

BAB V
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PINGAWASAN

SIS

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

= 6 =

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjsdi tanggung jawab
Dinas Pendapatan-Daeérah ;

(2) Untuk pelaksanaan pemungutan uang leges dilakukan oleh
Unit=unit kerja sesuai tugas dan kewenangannyaz masing -

masing ;

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilak-
sanakan oleh Inspektorat Kabupaten Dati II Magelang ;

(4) Kepada aparat pelaksana dan pengawas sebagaimena dimak
sud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diberikan biayz ope
rasional yang besarnyas ditetapkan dengen Keputusan Supa
ti Kepala Daerah dan ditampung dzlam Anggarzn FPenda at~
an dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Iage

lang ;

BAB VI
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yaing belum diatur dalam Peraturan Daerah inri,sepan-
jang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut eleh
Bupeti Kepela Daerah,

Pasal 8

(1) Dergan berlakunya Peraturan Dgerah ini maka Peraturan -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomar : 9 -
Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges dinyataken ti
dak berlekulagi ;
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(2) Peraturan Daerah ini mulai berlsku sejok tanggal di Un
dangkan ;- ' , '

Agar setiap oreng dopat mengetahuinys memerintahakan -
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage

lang.
e Ditetapkan di Kota Mungkid

Pada tanggal 5 Desember 1994

D.P.i.D BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DATI II MAGELANG _ MAGELANG
KETUA
ttd ttd
SOEGIHARDJO ' KARDI

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
) ‘Tanggal 14 Juni 1995, No. 188.3/173/1995
‘An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Pj. Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH.

——— —— "y —

Penata Tingkat I
NIP, 010 088 157
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Dl Undangkan delam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
“omor 6 Tahun 1995, Tanggal 22 Juni 1995
Serie B § Nomor 1

Sckretaris Wilayah/Daerah %
ttd

Drs. TJUK SUSILO
NIP. 010 057 057
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 1994

TENTANG
UANG LEGES

PENJELASAN UMUM,

Sejalan dengan keberhqsilan pelakganasn pembergunan
sclama ini, maka kebutuhan masyarakat akan jaesa ketaztausz
haan dari Femerintah Daerah dirasakan semakin meningkat.

Kebutuhan masyarakat tersebut perlu mendapat pela -
yanan yang memadai dan sebaik-baiknya dari semuz unsur -
Aparat Pemerintah Dzerah, karena jasa ketatausahaan dimak
sud diperlukan "aebagai sarana penunjang untuk mendapatkan
manfaat dan atau diperclehnya keuntungan-keuntungan yang
sangat diharapkan oleh masyarakat pemakai jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undanz  Ncmor
14 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum RetribuSi Deerah
Pemgrintah Daerah dapat memungut Uang Leges. Uang  Leges
dimeksud sebagai pembayaran atas pemakaian Jjasa ketata -
usahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ma-
syarakat pemekai Jjasa.

Sehubungan-dengan hal tersebut maka Pemerintah Dae
rah menyusun Peraturan Deerah tentang Uang Leges yang ba
ru dengan maksud; .

a. Meningkatkan pelayanan jasa ketata usahaan ;
b. Melakukan penertiban di bidang ketata usahaan ;

c. Memberikan kewenangan kepada Unit-unit Kerja dalam -
lingkup Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangan
nya masing-masing untuk mengadakan pungutan sebagai -
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pembayaran atas jasa ketata usahaan yang diborikan
oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakst pemzkei -

-jasa.

II. FENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal

Pasal

Pasal

d - ¢ Cukup jelas.

2 ayat (1) : Maksud Unit-unit kerja daiam -
hal ini meliputi Dinas/Insten-
si/Bagian/Kantor/Satuan,Khusus
dalam linzkungan Pemerintzh Ka
bupaten Daersh Tingkat II Hzzc
lang.

‘s Cukup jelas.
: Yang dimeksud Lembaga-lembaga

atau Badan Sosizl/Keagamazn -
adslah & .

b.

‘a. Instensi Pemerintah Tinckat

Fusat, Pemerintah Daersh -

‘Tingkat I dan Pemerintch Da

erah Tingkat II, termasuk
Lembaga Pemerintah Non De -
partemen j

Lembaga atau Badan - badan
yang bergerak dibidang Seosi
al kemasyarakatan dan keaga
maan yang syah dan diakui -
sosuoi ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang ber
laku.
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Pasal 4 ayat (1) ¢ Kriteria usaha/perusahaan dalam ayat (1)
-+ ““huruf a, b, ¢ adalah sebagai berikut :
‘
: g3;Xang menggunakan modal
~ s/d Rp. 5,000.000,~ tergolong Per -
‘usahaan keeil.’ - . /
"= Rps 54000,000;= 8/d itpe 1.54000.000 /-
i termasuk perusahaan sedang/menengah.
- Rp. 15.000,000,~ keatas termasuk Per
" - * ' -‘usahagan besar. = - ;
-+ . be Yang menggunaken luas Tempat Uszha.
‘= 1 M? 8/d 100 M? termasuk Perusahaan
kecil. .
- 101 M? s/d 500 M° termasuk peruszha—
an sedang/menengah.
- 501 M2 keatas termasuk perusahszan be
sar. - ' .

c. Yang menggunakan kekuatan mesin,
-1 s/a 10_PK'tormasukjperusahaan.ke -

. ; edils: 7 |
: | - 11 s/d 50 PK termasuk perusakacn se-
dang/ménengah.
- 51 s/d keatas termasuk perusahoan be
sar.

d., Yang menggunakan daya listrik.
- 1 8/d 7 VA termasuk perusahaan kecil

- 7.1 a/d 35 Kva termasuk perusahaan -
sedang/menengah.

- 35 KVA keatas termasuk perusahaan be
sar.
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Seluruh hasil penerimaan bruto uang
leges disetarkan ke Kas Daerah Kabu

paten Daerah Tingkat II Magelang nic

lelui Bendahara Khusus Penerima Di-

nas Pendapatan Dacrah.,

Pacal 4 ayat (2)

Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas. m
Pasal 7 : Cukup jelas. '

Pasal 8 : Cukup jelas.

———————— —— —— —
. —— — ———— ———
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